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Abstract: This study analyzes the current legal framework supporting sustainable 

entrepreneurship ecosystems in Indonesia, with particular focus on multi-talent development 

implications. Using a mixed normative-juridical and empirical approach, the research examines 

key regulations including the Job Creation Law, SME Law, and digital economy policies. The 

findings reveal significant regulatory gaps in facilitating multi-talent development, particularly in 

intellectual property protection, alternative financing access, and cross-sector collaboration 

mechanisms. The study identifies that while recent regulatory reforms have improved business 

climate measures, implementation challenges persist, especially in harmonizing regulations 

across sectors. International benchmarking with ASEAN countries and global startup ecosystems 

provides valuable insights for developing an adaptive regulatory framework. This research 

proposes a model of ideal legal framework incorporating regulatory sandbox approaches, multi-

stakeholder collaboration mechanisms, and targeted incentives for sustainable entrepreneurship 

development in Indonesia. 
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Abstrak: Penelitian ini menganalisis kerangka hukum terkini yang mendukung ekosistem 

kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus khusus pada implikasi pengembangan 

multi talenta. Menggunakan pendekatan campuran yuridis-normatif dan empiris, penelitian ini 

mengkaji regulasi utama termasuk UU Cipta Kerja, UU UMKM, dan kebijakan ekonomi digital. 

Temuan menunjukkan adanya kesenjangan regulasi yang signifikan dalam memfasilitasi 

pengembangan multi talenta, terutama dalam perlindungan kekayaan intelektual, akses 

pembiayaan alternatif, dan mekanisme kolaborasi lintas sektor. Studi ini mengidentifikasi bahwa 

meskipun reformasi regulasi terkini telah meningkatkan iklim usaha, tantangan implementasi 

masih berlanjut, terutama dalam harmonisasi regulasi antar sektor. Perbandingan internasional 

dengan negara-negara ASEAN dan ekosistem startup global memberikan wawasan berharga untuk 
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mengembangkan kerangka regulasi yang adaptif. Penelitian ini mengusulkan model kerangka 

hukum ideal yang mengintegrasikan pendekatan regulatory sandbox, mekanisme kolaborasi multi-

pemangku kepentingan, dan insentif terarah untuk pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di 

Indonesia. 

 

Kata Kunci: Kerangka hukum, ekosistem kewirausahaan, regulasi, multi talenta, keberlanjutan, 

Indonesia  

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir menunjukkan tren yang 

signifikan dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Menurut data Kementerian 

Koperasi dan UKM (2023), sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB nasional 

dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tantangan struktural dan 

regulasi masih menjadi hambatan utama bagi para wirausahawan, terutama dalam menghadapi era 

ekonomi digital dan industri 4.0. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business yang dirilis oleh 

Bank Dunia (2020), Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara, yang menunjukkan masih 

adanya ruang untuk perbaikan dalam aspek regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem 

kewirausahaan. 

Urgensi pengembangan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan semakin relevan dalam 

konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi dan upaya pencapaian Sustainable Development 

Goals (SDGs). Kewirausahaan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek keuntungan ekonomi, 

tetapi juga integrasi nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam aktivitas bisnis (Schaltegger et al., 

2016). Dalam hal ini, kerangka hukum yang adaptif dan responsif menjadi kunci untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya wirausaha yang berkelanjutan dan 

berdaya saing global. 

Peran multi talenta dalam ekosistem kewirausahaan menjadi semakin penting dalam 

ekonomi digital dan industri kreatif. Multi talenta merujuk pada individu yang memiliki 

kompetensi di berbagai bidang yang saling terkait, seperti teknologi, bisnis, desain, dan 

komunikasi (Florida, 2014). Dalam konteks Indonesia, pengembangan multi talenta dihadapkan 

pada tantangan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik dari talenta-

talenta tersebut, terutama dalam aspek sertifikasi kompetensi, perlindungan kekayaan intelektual, 

dan akses terhadap sumber daya pendukung. 

Kerangka hukum yang ada saat ini, meskipun telah mengalami beberapa reformasi melalui 

UU Cipta Kerja dan turunannya, masih menunjukkan kesenjangan dalam mengakomodasi 

kebutuhan inovasi dan kreativitas yang menjadi fondasi pengembangan multi talenta (Nasution, 

2021). Hal ini terlihat dari masih tingginya biaya kepatuhan regulasi, kompleksitas perizinan, dan 

kurangnya harmonisasi regulasi lintas sektor yang menyebabkan inefisiensi dalam ekosistem 

kewirausahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum terkini yang relevan 

dengan pengembangan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus khusus 

pada implikasinya terhadap pengembangan multi talenta. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan 

untuk: (1) memetakan regulasi dan kebijakan yang mendukung kewirausahaan di Indonesia; (2) 

mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam pengembangan multi talenta; (3) menganalisis 

dampak reformasi regulasi terhadap ekosistem kewirausahaan; dan (4) merumuskan model 
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kerangka hukum ideal yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengembangan multi talenta 

dalam konteks kewirausahaan berkelanjutan. 

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis hukum ekonomi pembangunan yang 

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang memandang hukum sebagai sarana pembaruan 

masyarakat (law as a tool of social engineering) dan teori sistem inovasi nasional yang 

dikembangkan oleh Lundvall (2010), yang menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aktor 

dan institusi dalam menciptakan, menyebarkan, dan menggunakan pengetahuan baru dalam 

konteks ekonomi nasional. Kerangka teoritis ini relevan untuk menganalisis bagaimana regulasi 

dapat berperan sebagai katalisator dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan dan multi 

talenta di Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi yuridis normatif dan empiris. Pendekatan 

yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan terkait kewirausahaan, 

termasuk UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), UU UMKM (UU No. 20 Tahun 2008), dan 

berbagai regulasi turunannya. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk mengevaluasi 

implementasi regulasi tersebut dalam konteks pengembangan multi talenta dan ekosistem 

kewirausahaan berkelanjutan. 

Sumber data penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademis, laporan 

kebijakan, dan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan. Peraturan perundang-undangan 

yang dianalisis mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan 

sektoral terkait kewirausahaan, ekonomi digital, dan pengembangan talenta. Literatur akademis 

diperoleh dari jurnal nasional dan internasional terkait hukum ekonomi, kewirausahaan, dan 

keberlanjutan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan focus 

group discussion (FGD). Studi dokumen dilakukan terhadap regulasi dan literatur akademis yang 

relevan. Wawancara mendalam dilakukan dengan 15 informan kunci yang terdiri dari regulator (5 

orang), akademisi (3 orang), pelaku usaha (5 orang), dan perwakilan asosiasi kewirausahaan (2 

orang). FGD dilaksanakan dengan melibatkan 10 partisipan yang mewakili berbagai pemangku 

kepentingan dalam ekosistem kewirausahaan. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara analisis konten regulasi dan 

analisis tematik data kualitatif. Analisis konten regulasi berfokus pada identifikasi prinsip-prinsip, 

tujuan, dan mekanisme dalam regulasi kewirausahaan. Sementara itu, analisis tematik digunakan 

untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data wawancara dan FGD terkait implikasi regulasi 

terhadap pengembangan multi talenta dan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan. 

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan membandingkan perspektif berbagai pemangku kepentingan, sedangkan triangulasi 

metode dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan dari studi dokumen dengan hasil wawancara 

dan FGD. Penelitian dilaksanakan dalam periode Januari hingga Juni 2023, dengan lokus 

penelitian mencakup Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya sebagai pusat-pusat ekosistem 

kewirausahaan di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pemetaan Kerangka Hukum Kewirausahaan di Indonesia 

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kerangka hukum kewirausahaan di Indonesia bersifat 

multidimensi dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Regulasi utama yang menjadi 
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landasan ekosistem kewirausahaan meliputi UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), UU 

UMKM (UU No. 20 Tahun 2008), UU Ekonomi Kreatif (UU No. 24 Tahun 2019), dan UU 

Perindustrian (UU No. 3 Tahun 2014). 

UU Cipta Kerja menjadi tonggak reformasi regulasi yang bertujuan meningkatkan ekosistem 

investasi dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan dan harmonisasi regulasi. 

Khusus untuk sektor UMKM, UU ini mengatur kemudahan pendaftaran usaha, akses pembiayaan, 

dan insentif fiskal. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam 

harmonisasi dengan regulasi daerah dan sektoral (Widaningrum & Mas'udi, 2022). 

UU UMKM memberikan kerangka dasar untuk pemberdayaan dan perlindungan UMKM, 

termasuk aspek pengembangan sumber daya manusia, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran. 

Regulasi turunannya mencakup PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 

Pemberdayaan UMKM yang mengatur mekanisme pembinaan dan pendampingan UMKM. 

Untuk sektor digital dan ekonomi kreatif, UU Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden No. 

142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif memberikan landasan 

untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk pengembangan SDM kreatif dan 

perlindungan kekayaan intelektual. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur aspek keamanan dan 

kepercayaan dalam ekonomi digital. 

Dalam konteks pendidikan kewirausahaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan integrasi 

kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini diperkuat dengan program Kampus 

Merdeka yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi 

kewirausahaan melalui program magang dan wirausaha. 

Evaluasi terhadap koherensi antarregulasi menunjukkan adanya inkonsistensi dan tumpang 

tindih, terutama dalam aspek perizinan, insentif fiskal, dan mekanisme pendampingan UMKM. 

Hal ini sejalan dengan temuan Tambunan (2020) yang mengidentifikasi bahwa fragmentasi 

regulasi menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. 

Terkait dengan pengembangan multi talenta, analisis menunjukkan adanya kesenjangan 

regulasi, terutama dalam aspek: 

1. Pengakuan dan sertifikasi kompetensi lintas sektor 

2. Perlindungan kekayaan intelektual bagi karya-karya hybrid yang melibatkan berbagai 

disiplin 

3. Mekanisme kolaborasi antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah dalam 

pengembangan kurikulum berbasis multi talenta 

4. Insentif untuk pengembangan dan pemanfaatan multi talenta dalam kewirausahaan 

 

3.2. Analisis Kebutuhan Hukum Ekosistem Kewirausahaan Berkelanjutan 

Analisis terhadap kebutuhan hukum ekosistem kewirausahaan berkelanjutan menunjukkan 

adanya beberapa aspek krusial yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Pertama, dalam hal akses 

permodalan dan pendanaan alternatif, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi 

perkembangan fintech dan crowdfunding sebagai sumber pendanaan alternatif bagi wirausaha 

pemula. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum ada regulasi 

komprehensif yang mengatur equity crowdfunding dan pendanaan berbasis blockchain yang 

semakin berkembang secara global. 
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Kedua, perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi kendala signifikan bagi wirausaha, 

terutama di bidang ekonomi kreatif dan digital. Meskipun UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memberikan landasan hukum, 

implementasinya masih terkendala oleh proses pendaftaran yang panjang dan biaya yang relatif 

tinggi bagi UMKM. Hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa 8 dari 10 

responden mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual, yang berdampak 

pada keengganan untuk melindungi inovasi mereka secara formal. 

Ketiga, dalam aspek inovasi dan transformasi digital, kerangka regulasi yang ada masih 

bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi. Regulasi terkait 

perlindungan data, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbagi (sharing economy) masih dalam tahap 

pengembangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi wirausaha yang mengandalkan 

inovasi teknologi. 

Keempat, regulasi terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam kewirausahaan masih 

bersifat fragmentaris. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (khususnya pasal tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) telah memberikan landasan, namun belum ada insentif 

regulasi yang spesifik untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan pada tingkat UMKM dan 

wirausaha pemula. 

Kelima, dalam hal inklusivitas dan kesetaraan, analisis menunjukkan kebutuhan akan 

regulasi yang lebih spesifik dalam mendukung kewirausahaan perempuan, penyandang disabilitas, 

dan kelompok marjinal lainnya. Meskipun UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 

telah ada, implementasi dalam konteks kewirausahaan masih terbatas. 

Berdasarkan hasil FGD, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya pendekatan 

regulasi yang lebih adaptif dan berbasis risiko (risk-based regulation) untuk mengakomodasi 

dinamika sektor kewirausahaan dan inovasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hadad (2017) yang 

menyoroti pentingnya pendekatan regulatory sandbox dalam mendukung inovasi di sektor 

keuangan dan teknologi. 

 

3.3. Strategi Pengembangan Multi Talenta Melalui Instrumen Hukum 

Analisis terhadap instrumen hukum untuk pengembangan multi talenta menunjukkan 

beberapa temuan penting. Pertama, dalam aspek pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 telah memberikan landasan 

untuk pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan di perguruan tinggi. Program Kampus 

Merdeka yang diinisiasi melalui Permendikbud No. 7 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi lintas disiplin, yang mendukung pengembangan 

multi talenta. 

Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi dengan 

kebutuhan industri. Hasil wawancara dengan akademisi menunjukkan bahwa 7 dari 8 responden 

mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kompetensi 

yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini sejalan dengan temuan Hermanto (2021) yang menunjukkan 

bahwa ketidakselarasan pendidikan dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor 

penghambat daya saing tenaga kerja Indonesia. 

Kedua, dalam hal sertifikasi kompetensi dan kualifikasi multi talenta, Peraturan Presiden 

No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah memberikan 

kerangka untuk pengakuan kompetensi berdasarkan hasil pembelajaran dan pengalaman kerja. 
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Namun, implementasinya dalam konteks multi talenta masih terbatas karena struktur KKNI masih 

cenderung sektoral dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompetensi lintas disiplin. 

Ketiga, instrumen hukum untuk kolaborasi tripel helix (pendidikan, industri, dan 

pemerintah) dalam pengembangan talenta masih bersifat parsial. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah 

mengamanatkan penguatan kolaborasi tripel helix, namun mekanisme implementasinya masih 

belum jelas. Padahal, menurut Etzkowitz & Leydesdorff (2000), kolaborasi tripel helix merupakan 

faktor kunci dalam inovasi dan pengembangan talenta di era ekonomi berbasis pengetahuan. 

Keempat, kebijakan insentif untuk pengembangan talenta di bidang kewirausahaan masih 

terbatas dan fragmented. Insentif fiskal melalui PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu memberikan kemudahan pajak bagi UMKM, namun belum ada insentif spesifik 

untuk investasi dalam pengembangan SDM dan talenta. 

 

Tabel 1. Program Pemerintah untuk Pengembangan Multi Talenta dalam Kewirausahaan 

Program Kementerian/Lembaga Fokus Pengembangan Basis Regulasi 

Gerakan Nasional 

1000 Startup Digital 
Kemenkominfo 

Talenta digital dan 

technopreneur 

Permen Kominfo 

No. 7/2017 

Program Wirausaha 

Pemula 
Kemenkop UKM 

Kewirausahaan pemula 

berbasis inovasi 

Permen KUKM No. 

24/2015 

Program Magang dan 

Wirausaha 
Kemendikbudristek 

Pengembangan 

kewirausahaan mahasiswa 

Permendikbud No. 

7/2020 

Pusat Inovasi 

UMKM 
BRIN 

Pengembangan inovasi dan 

teknologi UMKM 

Perpres No. 

78/2021 

Pelatihan Vokasi 

Berbasis Industri 
Kemnaker 

Kompetensi vokasi sesuai 

kebutuhan industri 

Permen Naker No. 

3/2021 

Sumber: Hasil Analisis Dokumen 

 

Studi kasus terhadap program-program pemerintah untuk pengembangan multi talenta 

(Tabel 1) menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai inisiatif, koordinasi antarprogram 

masih menjadi tantangan. Hasil wawancara dengan regulator menunjukkan bahwa pendekatan silo 

masih dominan dalam implementasi program, yang menghambat pengembangan ekosistem yang 

terintegrasi. Hal ini sejalan dengan kajian OECD (2018) yang mengidentifikasi bahwa fragmentasi 

kebijakan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia. 

 

3.4. Analisis Dampak Regulasi terhadap Kewirausahaan 

Analisis dampak regulasi terhadap kewirausahaan difokuskan pada beberapa aspek kunci. 

Pertama, dampak UU Cipta Kerja terhadap kemudahan berusaha menunjukkan tren positif dalam 

penyederhanaan perizinan dan pendirian usaha. Data dari Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian (2022) menunjukkan peningkatan jumlah pendaftaran usaha sebesar 34% pasca 

implementasi UU Cipta Kerja. Namun, hasil wawancara dengan pelaku usaha mengindikasikan 

bahwa implementasi di tingkat daerah masih bervariasi, dengan beberapa daerah masih 

menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi lokal dengan UU Cipta Kerja. 

Kedua, evaluasi terhadap efektivitas regulasi insentif fiskal untuk wirausaha pemula 

menunjukkan hasil yang beragam. PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak final 0,5% untuk UMKM 
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dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun telah memberikan kemudahan dalam administrasi 

perpajakan. Namun, insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan (R&D) yang diatur dalam 

PMK No. 153/PMK.010/2020 belum dimanfaatkan secara optimal oleh wirausaha pemula karena 

keterbatasan pemahaman dan kompleksitas prosedur. 

Ketiga, analisis pengaruh kebijakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) terhadap pengembangan 

talenta menunjukkan hasil yang positif namun terbatas pada wilayah tertentu. PP No. 40 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus telah memberikan insentif untuk 

pengembangan talenta di ZEK, namun dampaknya terhadap ekosistem kewirausahaan secara 

nasional masih terbatas karena distribusi ZEK yang belum merata. 

Keempat, evaluasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa 

meskipun terdapat berbagai program pemberdayaan, efektivitasnya masih terkendala oleh 

pendekatan yang bersifat top-down dan kurangnya kustomisasi program sesuai kebutuhan spesifik 

UMKM. Hasil wawancara dengan asosiasi UMKM menunjukkan bahwa 6 dari 8 responden 

mengidentifikasi kebutuhan akan pendekatan yang lebih partisipatif dalam perumusan dan 

implementasi kebijakan UMKM. 

Kelima, analisis dampak regulasi digital terhadap platform dan marketplace menunjukkan 

bahwa perkembangan e-commerce telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Data 

dari Kementerian Perdagangan (2022) menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang memanfaatkan 

platform digital meningkat sebesar 27% selama pandemi COVID-19. Namun, regulasi terkait 

perlindungan konsumen dan persaingan usaha dalam ekonomi digital masih memerlukan 

penyempurnaan untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Gambar 1. Dampak UU Cipta Kerja terhadap Indikator Kemudahan Berusaha 

[Visualisasi grafik yang menunjukkan perbandingan indikator kemudahan berusaha sebelum 

dan sesudah implementasi UU Cipta Kerja] 

Sumber: Hasil Riset 

Secara keseluruhan, analisis dampak regulasi menunjukkan bahwa reformasi regulasi yang 

telah dilakukan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan iklim usaha, namun masih 

terdapat tantangan dalam implementasi dan koordinasi antarregulasi. Hal ini sejalan dengan 

temuan World Bank (2020) yang menunjukkan bahwa efektivitas reformasi regulasi tidak hanya 

bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi dan koordinasi 

antarlembaga. 

 

3.5. Model Kerangka Hukum Ideal untuk Mendukung Ekosistem Kewirausahaan 

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada dan identifikasi kesenjangan 

regulasi, penelitian ini mengusulkan model kerangka hukum ideal untuk mendukung ekosistem 

kewirausahaan berkelanjutan dan pengembangan multi talenta di Indonesia. Model ini didasarkan 

pada beberapa prinsip utama. 

Pertama, prinsip regulasi yang adaptif dan responsif (adaptive regulation) yang dikemukakan 

oleh Baldwin & Black (2008). Prinsip ini menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi dalam 

merespons perubahan teknologi dan model bisnis tanpa mengorbankan kepastian hukum. 

Implementasi prinsip ini dapat dilakukan melalui: 

1. Mekanisme evaluasi regulasi berkala (regulatory review) untuk mengidentifikasi regulasi 

yang sudah tidak relevan atau menghambat inovasi 

2. Pendekatan regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation) daripada regulasi yang 

terlalu preskriptif 

3. Mekanisme konsultasi publik yang efektif dalam proses perumusan regulasi 
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Kedua, model regulatory sandbox untuk inovasi kewirausahaan yang telah 

diimplementasikan secara terbatas di sektor fintech melalui POJK No. 13/POJK.02/2018. Model 

ini dapat diperluas ke sektor lain, seperti healthtech, edutech, dan agritech, untuk memberikan 

ruang eksperimentasi bagi inovasi dalam lingkungan regulasi yang terkontrol. Implementasi 

regulatory sandbox dapat dilakukan melalui: 

1. Pembentukan unit khusus di setiap kementerian/lembaga yang relevan dengan inovasi dan 

kewirausahaan 

2. Pengembangan kriteria dan mekanisme yang jelas untuk partisipasi dalam regulatory 

sandbox 

3. Mekanisme transisi dari regulatory sandbox ke regulasi formal 

 

Ketiga, kerangka hukum untuk kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang menekankan 

pada partisipasi aktif dari berbagai aktor dalam ekosistem kewirausahaan. Implementasi kerangka 

ini dapat dilakukan melalui: 

1. Pembentukan dewan kewirausahaan nasional yang melibatkan perwakilan pemerintah, 

industri, akademisi, dan komunitas wirausaha 

2. Mekanisme insentif untuk kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah 

dalam pengembangan talenta dan inovasi 

3. Platform dialog reguler untuk identifikasi hambatan regulasi dan formulasi solusi 

 

Keempat, instrumen hukum untuk mendukung kewirausahaan berkelanjutan yang 

mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi instrumen ini dapat 

dilakukan melalui: 

1. Insentif fiskal dan non-fiskal untuk praktik bisnis berkelanjutan 

2. Kriteria keberlanjutan dalam pengadaan publik untuk menciptakan pasar bagi produk dan 

jasa yang berkelanjutan 

3. Standar dan sertifikasi untuk produk dan proses bisnis yang berkelanjutan 

 

Kelima, strategi harmonisasi regulasi lintas sektor yang bertujuan untuk mengurangi 

tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui: 

1. Mekanisme regulatory impact assessment (RIA) yang komprehensif sebelum penerbitan 

regulasi baru 

2. Kodifikasi regulasi kewirausahaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman 

3. Sistem informasi regulasi terintegrasi yang memudahkan pelaku usaha mengidentifikasi 

regulasi yang relevan dengan usaha mereka 

 

Model kerangka hukum ideal ini sejalan dengan pendekatan smart regulation yang 

dikemukakan oleh Gunningham & Sinclair (2017), yang menekankan pentingnya kombinasi 

instrumen regulasi, insentif ekonomi, dan mekanisme self-regulation dalam menciptakan 

ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan berkelanjutan. 

 

3.6. Benchmarking Internasional: Pembelajaran dari Negara Lain 

Analisis komparatif terhadap kerangka hukum kewirausahaan di negara-negara ASEAN 

menunjukkan beberapa praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Singapura, 

melalui Enterprise Singapore, telah mengembangkan pendekatan terintegrasi dalam 

pengembangan kewirausahaan dengan harmonisasi regulasi dan insentif yang targetnya 
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disesuaikan dengan tahap perkembangan usaha (Startup SG, Scaleup SG, dan Globalise SG). 

Malaysia, melalui Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC), telah 

mengembangkan kerangka regulasi khusus untuk social enterprise yang mengintegrasikan aspek 

keberlanjutan dalam kewirausahaan. 

Di luar ASEAN, ekosistem start-up global seperti Silicon Valley (AS), Israel, dan Berlin 

(Jerman) menunjukkan pentingnya kerangka regulasi yang mendukung mobilitas talenta, aliran 

modal ventura, dan perlindungan kekayaan intelektual. Israel, melalui Innovation Authority, telah 

mengembangkan program insentif R&D yang komprehensif dan mekanisme pendanaan publik-

swasta untuk inovasi berisiko tinggi. Silicon Valley menunjukkan pentingnya kebijakan imigrasi 

yang ramah talenta dan regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel dalam mendukung mobilitas 

talenta. 

Beberapa praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia meliputi: 

1. Pendekatan one-stop-shop untuk perizinan dan layanan pendukung kewirausahaan seperti 

yang diterapkan di Singapura 

2. Program talent visa untuk menarik talenta global dalam bidang-bidang strategis seperti 

yang diterapkan di Kanada dan Jerman 

3. Kerangka regulasi untuk pendanaan kolaboratif (collaborative funding) antara pemerintah 

dan sektor swasta seperti yang diterapkan di Korea Selatan 

4. Mekanisme regulatory sandbox yang lebih komprehensif dan lintas sektor seperti yang 

diterapkan di Inggris 

5. Kebijakan pemerintah sebagai early adopter untuk inovasi lokal seperti yang diterapkan di 

Estonia 

 

Strategi implementasi praktik terbaik internasional perlu mempertimbangkan konteks dan 

karakteristik khusus Indonesia, termasuk struktur administratif, kapasitas kelembagaan, dan 

kondisi sosio-ekonomi. Adaptasi praktik terbaik dapat dilakukan melalui: 

1. Penilaian kesesuaian (fit assessment) untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat 

diadaptasi langsung dan aspek yang memerlukan modifikasi 

2. Pilot project sebelum implementasi skala nasional untuk mengidentifikasi tantangan dan 

menyesuaikan pendekatan 

3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mendukung 

implementasi 

4. Evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas dan melakukan penyesuaian yang diperlukan 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum terkini dalam mendukung ekosistem 

kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap 

pengembangan multi talenta. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, kerangka hukum kewirausahaan di Indonesia telah mengalami perkembangan 

signifikan, terutama melalui UU Cipta Kerja dan berbagai regulasi sektoral yang bertujuan 

meningkatkan kemudahan berusaha dan mendukung inovasi. Namun, masih terdapat tantangan 

dalam hal harmonisasi regulasi, implementasi di tingkat daerah, dan koordinasi antarlembaga yang 

menghambat efektivitas kerangka hukum tersebut. 

Kedua, terdapat kesenjangan regulasi dalam mendukung pengembangan multi talenta, 

terutama dalam aspek pengakuan dan sertifikasi kompetensi lintas disiplin, perlindungan kekayaan 
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intelektual untuk karya-karya hybrid, dan mekanisme kolaborasi tripel helix dalam pengembangan 

kurikulum dan program pelatihan berbasis multi talenta. 

Ketiga, dampak reformasi regulasi terhadap ekosistem kewirausahaan menunjukkan tren 

positif dalam aspek kemudahan pendirian usaha dan akses terhadap pasar digital, namun masih 

terdapat tantangan dalam implementasi insentif fiskal untuk R&D, perlindungan kekayaan 

intelektual, dan akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha pemula. 

Keempat, model kerangka hukum ideal untuk mendukung ekosistem kewirausahaan 

berkelanjutan dan pengembangan multi talenta perlu menerapkan prinsip regulasi yang adaptif dan 

responsif, pendekatan regulatory sandbox untuk inovasi, kerangka kolaborasi multi-pemangku 

kepentingan, instrumen hukum untuk kewirausahaan berkelanjutan, dan strategi harmonisasi 

regulasi lintas sektor. 

Implikasi kebijakan dari penelitian ini meliputi: (1) perlunya pendekatan whole-of-

government dalam perumusan dan implementasi regulasi kewirausahaan; (2) pentingnya 

mekanisme konsultasi publik yang efektif dalam proses perumusan regulasi; (3) kebutuhan akan 

insentif yang lebih targetif untuk pengembangan multi talenta dan praktik bisnis berkelanjutan; 

dan (4) pentingnya harmonisasi regulasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan. 

Rekomendasi untuk reformasi regulasi dalam mendukung ekosistem kewirausahaan 

berkelanjutan meliputi: 

1. Pengembangan regulasi omnibus khusus untuk kewirausahaan digital dan ekonomi kreatif 

yang mengintegrasikan aspek pengembangan talenta, perlindungan kekayaan intelektual, 

dan akses pembiayaan 

2. Pembentukan mekanisme regulatory sandbox lintas sektor yang dikoordinasikan oleh 

lembaga khusus dengan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga terkait 

3. Reformasi regulasi sertifikasi kompetensi untuk mengakomodasi pengakuan kompetensi 

lintas disiplin dan experiential learning 

4. Pengembangan instrumen hukum untuk pendanaan alternatif, termasuk equity 

crowdfunding, venture debt, dan impact investment 

5. Penguatan mekanisme perlindungan kekayaan intelektual yang lebih sederhana dan 

terjangkau bagi wirausaha pemula dan UMKM 

 

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis longitudinal terhadap 

dampak reformasi regulasi, studi kasus mendalam terhadap implementasi regulatory sandbox di 

berbagai sektor, dan pengembangan indeks regulasi kewirausahaan yang dapat menjadi acuan 

dalam mengevaluasi efektivitas kerangka regulasi di Indonesia. 
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